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PENGANTAR KEPALA PUSAT PENELITIAN

Alhamdulillah kami panjatkan Puji syukur kehadirat 
Allah SWT, sehingga buku tentang ”Pemanfaatan Tanah Ulayat 
untuk Kepentingan Investasi” dapat diselesaikan dengan baik. 
Buku ini ditulis oleh Para Analis Legislatif pada Pusat Penelitian 
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(Puslit BK DPR RI), sebagai tindak lanjut hasil penelitian tahun 
2021.

Tanah merupakan salah satu aset yang sangat mendasar, 
karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah. 
Masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan 
yang sangat penting, khususnya dalam masyarakat hukum 
adat. Untuk itu terhadap tanah ulayat dan kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya perlu 
dihormati, dilindungi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
masyarakat. Pemanfaatan tanah ulayat khususnya untuk 
kepentingan investasi diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat adat. Karnanya pemanfaatan tanah 
ulayat harus dilakukan sesuai dengan hukum adat dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan 
apresiasi yang mendalam kepada penulis yang secara inovatif 
dan konstruktif telah berusaha memberikan sumbang pikir 
yang terbaik melalui buku ini. Penghargaan dan terima 
kasih mendalam juga saya berikan kepada saudara Akhyar 
Arigayo, S.H.,M.H.,APU atas sumbangan pemikirannya dalam 
melakukan kegiatan editing, sehingga buku ini layak untuk 
dibaca dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
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hukum, terutama terkait perlindungan terhadap tanah ulayat 
masyarakat hukum adat.

   Jakarta, November 2022 
   Kepala Pusat Penelitian,

   Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. 
   NIP 19720511 199903 1 00
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PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin 
dah rahmatya buku tentang ”Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk 
Kepentingan Investasi” dapat diselesaikan penulisannya yang 
selanjutnya akan dipublikasikan. Pemaparan hasil penelitian 
dari para peneliti dan analis cukup menarik dari sisi informasi 
dan komunikasi yang disampaikan.

Hal mana seperti yang pernah kami lakukan penelitian 
pada tahun 2015 tentang Penegakan Hukum Konflik-
Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-Hak Masyarakat 
Adat. Wilayah adat itu beragam karakteristiknya di seantero 
kepulauan Indonesia: Mulai dari yang menempati wilayah 
pedesaan, pedalaman, hingga pesisir; baik di dataran rendah 
maupun dataran tinggi; dalam lanskap hutan belantara 
hingga padang rumput savana. Keragaman wilayah itu juga 
mempengaruhi cara hidup mereka berproduksi memenuhi 
kebutuhan makanan, mulai dari berburu dan mengumpul hasil 
hutan, bertani-berladang, hingga bertani menetap dengan 
mengerjakan sawah. Perbedaan bentang alam itu membentuk 
perbedaan cara memenuhi kebutuhan hidup melalui tata 
produksi-konsumsinya, yang juga terkait secara langsung 
maupun tidak dengan sistem pengaturan kepenguasaan atas 
tanah. Masyarakat hukum adat memiliki karakteristik khusus 
sebagai pemilik tanah-wilayah adat. Sering sekali ditampilkan 
secara romantik wajah masyarakat adat sebagai satuan yang 
homogen, dan direpresentasikan secara idilic (sangat menarik) 
dalam suatu gambaran yang indah dan harmonis dengan alam 
sekitarnya, dan terpisah dengan dunia pasar global, politik lokal, 
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dan wacana dan praktek pembangunan. Pada kenyataannya 
tidak demikian, ini juga dibuktikan dari hasil penelitian yang 
dilakukan penulis dalam buku ini.

Menilik hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam 
buku ini terkait dengan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk 
Kepentingan Investasi. Ada beberapa hal yang menjadi temuan 
yakni, Pertama, dari sisi peraturan perundang-undangan saat 
ini, pengaturan tanah adat, hak ulayat, dan sebagainya itu jelas 
tidak dapat dilepaskan dari eksistensi masyarakat adat sebagai 
subjeknya. Pengakuan atas hak ulayat oleh UUPA menghendaki 
adanya suatu “rangkaian penelitian” yang menunjukkan 
eksistensi hak ulayat.  Setelah UUPA, pengakuan tersebut 
lebih jelas lagi di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 (setelah 
amandemen). Pengakuan konstitusi tersebut tidak lagi hanya 
menyasar eksistensi hak ulayat, tetapi juga eksistensi masyarakat 
adat.

Kedua, Kelangkaan persediaan tanah perlu diikuti 
dengan upaya pemanfaatan tanah secara optimal serta 
pemberian perlindungan dan jaminan kepastian hukum hak-
hak atas tanah.” terutama masyarakat adat yang selama ini 
kurang mendapatkan perlindungan hukum khususnya dalam 
penguasaan tanah, soal penguasaan tanah, mereka mudah 
digusur oleh investor meskipun sudah ratusan tahun mendiami 
suatu tempat dimana masyarakat adat berada.

Ketiga, akibat dari meningkatnya kebutuhan tanah untuk 
pembangunan dan investasi hal tersebut kerap menimbulkan 
sengketa tanah ulayat, hal ini menjadi tugas utama pemuka 
adat menyelesaikannya. Sebagaimana diperintahkan dalam 
Pasal 41 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 
Sosial,  (1) Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat 
dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil 
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penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/
atau Pranata Sosial. (3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik 
melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang 
mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam 
Konflik. (4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme 
Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian 
Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik 
Sosial. (5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata 
Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan 
melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

Keempat, untuk mendapatkan jawaban bahwa tidak 
adanya data pasti luas dari tanah ulayat yang ada saat ini, perlu 
dilakukan peneltian berikutnya tentang Keberadaan Tanah 
Ulayat dengan fokus penelitian menegnai Keadaan Tanah 
Ulayat Masa Sebelum Kemerdekaan, Setelah Kemerdekaan, 
Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang. Dari penelitian tersebut 
akan tergambar apakah Tanah Ulayat masih tetap bertahan 
seperti yang dikendaki masyarakat atau sudah mulai berkurang 
atau sudah sama sekali hilang ditengah-tengah masyarakat adat 
akibat pengaruh perkembangan jaman.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih atas 
kepercayaan diberikan kepada kami untuk menjadi editor 
dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan 
berguna dalam rangka memberikan informasi bagi instansi 
dan Lembaga yang melakukan penyempurnaan maupun 
pembentukan peraturan perundang-undangan terkait Tanah 
Ulayat dan masyarakat Masyarakat Adat di Indonesia.
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PROLOG

Buku dengan judul “Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk 
Kepentingan Investasi” membahas tentang pemanfaatan 
tanah ulayat untuk kepentingan investasi agar mendatangkan 
manfaat tidak hanya bagi investor melainkan juga masyarakat 
adat pemilik tanah ulayat. Saat ini pemerintah sedang berusaha 
mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan 
peluang kerja bagi para pengangguran. Untuk meningkatkan 
peluang kerja tentunya investasi memegang peranan penting. 
Untuk meningkatkan investasi berbagai instrumen hukum 
terlah diterbitkan termasuk dengan adanya UU No. 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu pembangunan sarana dan 
prasarana penunjang investasi juga terus digiatkan, seperti: 
jalan dan jembatan.

Investasi dan pembanguan sarana dan prasarana 
pendukung tentunya membutuhkan lahan yang tidak sedikit 
sedangkan jumlah lahan kian hari semakin terbatas. Sehingga 
mau tidak mau tanah ulayat ikut terdampak dari investasi. Sayang 
adakalanya pemanfaatan tanah ulayat tersebut dilakukan tidak 
sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan 
sehingga memicu terjadinya sengketa antara masyarakat adat 
dan investor. Sengketa dapat berkembang menjadi konflik yang 
tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiel namun juga 
imateriel bahkan dapat menimbulkan korban jiwa seperti yang 
terjadi di Mesuji. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan 
amanat konstitusi terkait perlindungan terhadap masyarakat 
hukum adat sebagaimana ditur dalam Pasal 18B ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Minimnya perlindungan terhadap keberadan tanah 
ulayat tentunya dapat mengancam eksistensi dari masyaratakat 
hukum adat. Meski belum ada Undang-undang yang khusus 
mengatur tentang masyarakat hukum adat, beberapa peraturan 
perundang- undangan mempersyaratkan adanya wilayah 
hukum adat sebagai salah satu syarat pengakuan terhadap 
masyarakat hukum adat. Sayangnya berdasarkan penelitian 
yang dilakukan di Sumatera Barat, beberapa pihak umumnya 
generasi muda tidak menganggap penting lagi keberadaan 
tanah ulayat dan menerima bahwa pada akhirnya keberadan 
tanah ulayat pada akhirnya akan hilang. 

Kondisi ini tidak membuat meraka khawatir karena 
menurut mereka adat akan tetap dapat bertahan meski tanpa 
tanah. Mereka mencontohkan seperti apa yang terjadi di Jepang. 
Namun tidak semua berpandangan demikian, terdapat juga 
yang menganggap bahwa investasi penting tapi keberadaan 
tanah ulayat juga penting sehingga pemanfaatannya harus 
dilindungi. Berbeda lagi dengan masyarakat hukum adat yang 
terdapat di Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menginginkan 
investasi tapi investasi itu tidak merusak adat mereka, sehingga 
mereka sangat mendukung adanya investasi hijau di wilayah 
mereka. Hal unik lainnya adalah di Baduy, di daerah tersebut 
justru luas tanah ulayatnya bertambah.

Peningkatan ancaman terhadap eksistensi tanah ulayat 
akibat maraknya investasi; perbedaan pandangan tentang 
pemanfaatan tanah ulayat bagi investasi dan maraknya 
sengketa tanah ulayat merupakan hal krusial yang dibahas 
dalam buku ini. Penulisan akan fokus pada pemanfaatan tanah 
untuk investasi di dua daerah yaitu Provinsi Sumatera Barat dan 
Provinsi Banten. Melalui buku ini diharapkan dapat tergambar 
upaya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat 
adat atas tanah ulayatnya. Selain itu, buku ini diharapkan 
dapat menguraikan pemanfaatan tanah ulayat secara sah 
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untuk kepentingan investasi; dan peran dari pemuka adat 
apabila terjadi perselisihan pemanfaatan tanah ulayat untuk 
kepentingan investasi.
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EPILOG

Buku berjudul “Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk 
Kepentingan Investasi” mengupas permasalahan dalam berbagai 
sisi, baik dari sisi perlindungan tanah ulayat, pemanfaatan dan 
penyelesaian sengketa terhadap tanah ulayat. Pada bagian 
kesatu, Novianti menulis tentang “Pelindungan Tanah Ulayat 
Oleh Pemerintah Daerah”. Pelaksanaan perlindungan tanah 
ulayat oleh pemerintah daerah  di Provinsi Sumatera Barat 
dilakukan melalui pendaftaran tanah ulayat  yakni terhadap 
tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan 
tanah ulayat rajo yang pendaftarannya sesuai dengan subjek 
pemegang hak.  Sedangkan pelindungan terhadap kepemilikan 
tanah ulayat   suku   Baduy   dilaksanakan dengan adanya 
kesepakatan Penetapan Batas Bidang Tanah Ulayat dengan 
penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan 
yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah yang berbatasan. 
Masyarakat Baduy tidak mengenal kepemilikan hak atas tanah    
secara individu, atau mengatasnamakan kepemilikan tanah 
pada ketua adatnya. 

Pada tulisan kedua mengkaji “Pemanfaatan Tanah 
Untuk Kepentingan Investasi” ditulis oleh Dian Cahyaningrum. 
Dikemukakan oleh penulis bahwa pemanfaatan tanah ulayat 
untuk kepentingan investasi, baik di Provinsi Sumatera Barat 
maupun Provinsi Banten (Lebak), hanya dimungkinkan 
melalui kerjasama antara lain dalam bentuk perolehan saham, 
bagi hasil, sewa menyewa dan sebagainya. Melalui kerjasama 
tersebut, penguasa dan pemilik tanah ulayat akan mendapatkan 
keuntungan selama tanah ulayatnya dimanfaatkan untuk 
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investasi. Tanah ulayat juga tidak akan musnah karena 
dikembalikan kepada penguasa atau pemiliknya semula setelah 
masa berlaku perjanjian pemanfaatan tanah ulayat berakhir. 
Melalui kerjasama pemanfaatan tanah ulayat tersebut, maka 
investasi tidak hanya menguntungkan bagi investor melainkan 
juga menyejahterakan masyarakat adat. Namun dalam 
prakteknya, baik di Sumatra Barat maupun Lebak (Banten) 
terjadi jual beli tanah ulayat untuk investasi. Tanah yang 
dikuasai oleh investor melalui jual beli tersebut menjadi tanah 
negara setelah jangka waktu HGU telah berakhir dan tidak 
diperpanjang atau diperbarui lagi oleh investor. Oleh karena 
itu tanah ulayat dikhawatirkan habis ke depannya. Terkait 
dengan hal tersebut, PP No. 18 Tahun 2021 yang mengatur hak 
pengelolaan masyarakat adat atas tanah ulayatnya diharapkan 
dapat mengatasi masalah tersebut.

Bagian ketiga dari tulisan ini berjudul “Peran Pemuka 
Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Untuk 
Kepentingan Investasi” ditulis oleh Luthvi Febryka Nola.     Hasil 
analisisnya menyebutkan bahwa sengketa pemanfaatan tanah 
ulayat untuk kepentingan investasi marak terjadi di Sumatera 
Barat. Hal ini disebabkan antara lain ketidakjelasan dan 
ketidaksingkronan aturan; keberpihakan aparat dan pemuka 
adat; tidak    adanya bukti autentik pemilikan tanah ulayat dan 
posisi tanah yang tersebar diseluruh wilayah provinsi, dll. 
Sedangkan sengketa di Provinsi Banten jumlahnya jauh lebih 
kecil karena peran pemuka adat masih sangat kuat. Peran 
pemuka adat dalam menyelesaikan sengketa pemanfaatan 
tanah ulayat untuk kepentingan investasi di kedua daerah 
tersebut sama-sama mendahulukan penyelesaian secara 
internal dan musyawarah untuk mufakat.
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